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Masalah Pedagang Kaki Lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di 
Indonesia. Permasalah ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada 
solusi yang tepat dalam pelaksanaanya. Pengaturan Pedagang Kaki Lima merupakan 
upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Walaupun 
Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pedagang Kaki Lima sudah ada tapi masih banyak 
Pedagang Kaki Lima Kota Tegal yang masih menempati daerah yang dilarang sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kota Tegal. Peniliti skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedagang 
Kaki Lima Kota Tegal. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Penegakan 
Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 3 Tahun 2008 dalam Penertiban  Pedagang Kaki 
Lima di Kota Tegal dan Bagaimana Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 3 Tahun 2008 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal. 
Jenis penilitian adalah penelitian kepustakaan pendekatan yang digunakan 
nermatif teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen dan penelitian dilokasi 
objek penelitian dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait, kemudian 
diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima sudah di jalankan sesuai dengan semestinya 
walaupun banyak hambatan yang terjadi di dalam penertibannya itu semata sudah di 
berikan solusi yang sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pedagang Kaki Lima. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 












 The problem of street vendors has not been solved in every region in Indonesia. 
This problem arises every year and continues without a proper solution in its 
implementation. Regulation of Street Vendors is an effort made to organize and 
discipline street vendors. Although the Tegal City Regional Regulation on Street 
Vendors already exists, there are still many Tegal City Street Vendors who still occupy 
areas that are prohibited in accordance with the Tegal City Regional Regulation. The 
researcher of this thesis aims to find out the problems of Enforcement of Regional 
Regulation Number 3 of 2008 concerning Street Vendors in Tegal City. The 
formulation of the problem is: How is the Enforcement of the Regional Regulation of 
the City of Tegal Number 3 of 2008 in Controlling Street Vendors in the City of Tegal 
and How are the Barriers to Enforcement of the Regional Regulation of the City of 
Tegal Number 3 of 2008 in Controlling Street Vendors in the City of Tegal. 
 This type of research is a library research approach that uses a normative data 
collection technique through document studies and research at the location of the object 
of research by interviewing relevant sources, then processed and analyzed using 
descriptive methods. 
 The results of this study indicate that the Regional Regulation of the City of 
Tegal Number 3 of 2008 concerning Street Vendors has been carried out properly, even 
though there are many obstacles that occur in its control. Street vendors. 
 Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and 
input for students, academics, practitioners and all parties in need in the Faculty of Law, 
Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbicara  tentang perlindungan  dan  
hak  warga  negara  Indonesia  dalam  hal  pekerjaan  dan keseluruhan penunjang 
kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan. Ketentuan 
ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga 
negara secara layak sebagai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. 
Dari  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945 ` ini  menunjukkan  bahwa 
negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan 
dengan penghasilan layak dan sarana penghidupan yang layak untuk ukuran 
kemanusiaan atau dengan kata lain setiap warga negara harus ada dalam batas 
hidup sejahtera.1 
Untuk merealisasikan mandat konstitusi tersebut, Pemerintah telah berupaya 
untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan  tempat usaha yang 
meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi 
pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.2 Disamping itu  juga, Pemerintah 
memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat  yang memanfaatkan 
                                                             
1 Kristiadi, J.B., Problema Pendapatan Daerah, Prisma, Jakarta, 2002, hlm 89. 





ruang-ruang fasilitas umum untuk mengais rejeki dengan berjualan berbagai 
produk makanan, pakaian dan lain sebagainya, dimana produk tersebut sebagaian 
besar adalah produk usaha mikro (UMKM).   
Kegiatan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, merupakan suatu bentuk 
usaha masyarakat kecil yang berusaha untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi 
secara mandiri. Perlu diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 
tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara 
maju.3 
Kegiatan usaha kecil seperti pedagang kaki lima, merupakan suatu bentuk 
usaha masyarakat kecil yang berusaha untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi 
secara mandiri. Perlu diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 
tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara 
maju.4 
Keberadaan  usaha  kecil  merupakan  cerminan  dari  kegiatan  ekonomi 
masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang 
sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Secara umum yang dimaksud 
dengan usaha kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: tidak merupakan badan hukum atau  persekutuan, diurus dan 
                                                             
3 Tulus  Tambunan, Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menegah  Di  Indonesia:  Isu-Isu  Penting, 
LP3ES, Jakarta, 2012, hlm, 1 





dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota 
keluarganya yang terdekat, keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar 
untuk memenuhi nafkah hidup  sehari-hari  pemiliknya, setiap usaha dagang 
berkeliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.5 
Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah 
di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung 
tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap 
dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota 
yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota 
atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target 
utama kebijakan – kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.6 
Kebijakan penggusuran atau relokasi ini kerap menimbulkan permasalahan 
yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan 
antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat 
dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan 
dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang 
harus di hadapi  diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak 
menentu. Pedagang Kaki Lima (PKL) keberadaannya memang selalu 
dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya: 
                                                             
5 Ibid 






1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya  karena 
dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri;  
2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau;  
3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar 
menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota;  
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL;  
5. PKL menyebabkan kerawanan sosial. 
Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang 
telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk 
mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun 
pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk  melarang  keberadaan  PKL, 
faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut 
memenuhi banyak kontra dari  para  PKL  karena kebijakan pemerintah itu 
dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL.7 
Permasalahan penertiban PKL pada umumnya menjadi permasalahan yang 
sama yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah. Permasalahan ini menyangkut 
berbagai aspek terutama aspek ekonomi masyarakat kecil sehingga Pemda harus 
betul-betul mempunyai strategi cerdas agar dalam pelaksanaan penertiban tersebut 
tidak berujung ketegangan antara masyarakat dengan Pemda.8 
Data Jumlah PKL menurut data di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
                                                             
7Danisworo, Mohammad. 2000. Keberadaan Pedagang Kaki Lima pada Proses 
Perencanaan Tata Ruang Kota. Makalah pada Diskusi Panel Pedagang Kaki Lima. ITB, Bandung 
8Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial 






Tegal terdapat 728 PKL yang terdapat di Kota Tegal dan rata rata dari mereka 
merupakan pelanggar dalam hal ketertiban dan  kebersihan di Kota Tegal  berupa 
berdagang di tempat yang tidak semestinya seperti di trotoar dan bahu jalan yang 
merupakan bagian dari jalan yang mempunyai fungsi sebagai fasilitas umum dan 
di perentukan untuk pejalan kaki. 
Dari jumlah PKL diatas pembagiannya dibagi di sesuaikan dengan wilayah 
Kota Tegal yaitu Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Barat, dan Margadana dimana 
rata rata yang melakukan pelanggaran berada di daerah Tegal Timur Tepatnya di 
Sekitar Alun Alun Kota Tegal, Sepanjang Jalan Pancasila, Jalan Mangunkusuman, 
dan Jalan RA Kartini.  
Untuk memperlakukan PKL di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal 
merumuskan kebijakannya melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pengaturan Terhadap Pedagang Kaki Lima. Tekad  Pemerintah Kota 
Tegal dalam penataan PKL di wilayah Kota Tegal dirumuskan dalam Konsideran 
mempertimbangkannya sebagai berikut :  “Bahwa dengan meningkatnya jumlah 
pedagang kaki lima yang berjualan di  fasilitas  umum,  maka  dalam  rangka  
mewujudkan  kebersihan, keindahan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban di 
wilayah Kota Tegal, perlu pengaturan terhadap pedagang kaki lima”. 
Didalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 pada Bab III terdapat hak, kewajiban, 
dan larangan PKL yang terdapat dalam pasal 5, 6 dan 7 yaitu : 
Pasal 5 





a. menyampaikan usulan – usulan dan atau aspirasi kepada Pemerintah 
Daerah dan atau DPRD;  
b. meminta bukti pembayaran retribusi;  
c. membentuk organisasi atau sejenisnya pada lokasi-lokasi yang 
memungkinkan; 
d. mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. 
Pasal 6 
PKL berkewajiban : 
a. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan dan ketertiban 
sekitar tempat usaha;  
b. memperhatikan kepentingan orang atau pihak lain sebagai pengguna 
fasilitas umum; 
c. membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 7 
PKL dilarang :  
a. berjualan di sembarang tempat selain yang telah ditentukan dalam Pasal 2 
Peraturan Daerah ini; 
b. melakukan tindakan yang berakibat fasilitas umum menjadi berubah 





c. menempatkan dan atau meninggalkan barang-barang di sembarang 
tempat sehingga mengganggu ketertiban umum; 
d. membuang sampah, kotoran atau barang-barang lain yang berbau busuk 
di sembarang tempat, saluran atau sungai; 
e. membuat tempat usaha menjadi kumuh sehingga mengganggu keindahan 
kota; 
f. menyediakan, menjual dan atau menjadikan tempat transaksi benda-
benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
g. menyediakan dan atau menjual minuman keras atau menjadikan tempat 
usahanya untuk minum minuman keras; 
h. menjadikan tempat usaha sebagai tempat mangkal atau berkumpul orang-
orang yang patut diduga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana 
pelacuran; 
i. menjadikan tempat usaha untuk tempat tinggal; 
j. membuat tempat usaha menjadi bangunan permanen; 
k. merubah bentuk dan atau menambah bangunan apabila tempat berjualan 
PKL dibangun oleh Pemerintah Daerah. 
Di dalam Penjelasan Bagian Umum Perda Nomor 3 Tahun 2008 diuraikan, 
Pedagang kaki lima merupakan sektor usaha informal yang banyak dilakukan 
warga masyarakat dalam upaya memperoleh nafkah untuk mencukupi kebutuhan 
hidup. Keberadaan pedagang kaki lima dalam  wilayah Kota Tegal  membuat 





luar Kota Tegal untuk datang ke "Kota Bahari" ini. 
Dengan kata lain turut pula mendukung upaya Kota Tegal sebagai medan 
magnet bagi daerah di sekitarnya. Dengan  meningkatnya  jumlah  pedagang  kaki 
lima yang menempati berbagai fasilitas umum tentu saja menimbulkan beberapa 
permasalahan baru. Penempatan peralatan dagang  yang seenaknya menyebabkan 
kesemrawutan di beberapa wilayah. Tindakan sebagian pedagang yang membuang 
sampah tidak pada tempatnya membuat  lingkungan sekitarnya menjadi kurang 
terjaga kebersihan dan keindahannya. 
Mengingat hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu segera mengatasi 
permasalahan dengan mengupayakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima 
agar dalam berusaha sehari-harinya tetap menjaga  ketertiban, kebersihan, 
keindahan lingkungan Kota Tegal. Untuk itu  diperlukan seperangkat aturan 
sebagai payung hukum dalam mengatur pedagang kaki lima yang menempati 
fasilitas umum di wilayah kota Tegal. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 
permasalahan yang menarik untuk penulis angkat menjadi objek Penelitian 
Skripsi yaitu mengenai “Problematika Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Tegal” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 
Tahun 2008 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ? 





Tahun 2008 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis meneliti permaslahan di atas adalah :  
1. Untuk mengkaji  pelaksanaan  penegakan  Peraturan  Daerah  Kota 
Tegal Nomor 3 Tahun 2008 dalam penertiban Pedagang Kaki 
Lima di Kota Tegal 
2. Untuk  mengkaji  sekaligus  memberi  solusi  atas  hambatan  
penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 
dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal.  
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat   
1. Secara keilmuan, hasil penelitian ini adalah untuk pembaharuan hukum 
Ketata-negaraan khususnya perkembangan hukum Pemerintahan Daerah 
yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan regulasi daerah (Perda); 
2. Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pimpinan 
Daerah  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  program  terkait  tentang 
program dan kegiatan yang berbasis terhadap kepentingan masyarakat Kota 
Tegal, khususnya yang erat kaitannya dengan pedagang kaki lima (PKL) di 
Wilayah kota Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 





1. Bintardi Dwi Laksono, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki 
Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”. 
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam 
Yogyakarta 2019.9 Dalam Skripsi Ini Dipaparkan tentang Pemerintah Kota 
Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa 
pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki 
keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban, 
sedangkan proposal skripsi yang saya buat menjelaskan tentang 
“Problematika penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang 
pedagang kaki lima”. 
2. Abdul Rahmad Nur Hidayat, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tampat Usaha Dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro”.10 Jurusan 
Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang 2017. Dalam Skripsi ini di Paparkan tentang EksitensinPKL 
yang kebanyakan berjualan tidak ditempat yang sudah disediakan  sesuai 
peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 3 tahun 2006 tentang 
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Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 
Tahun 2002”. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta 2019 
10 Abdul Rahmad Nur Hidayat, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Penertiban, Pengaturan Tampat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro”. 





penertiban pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima, 
sedangkan proposal skripsi yang saya buat menjelaskan problematika yang 
terjadi pada wilayah kota tegal tentang peraturan daerah nomor 3 tahun 
2008. 
3. Oky Wahyu Wibowo, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 01 
Tahun 2007 Tentang Pedagang kaki lima di sukoharjo”. Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 201511. Dalam skripsi ini 
memaparkan tentang upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang 
pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo dan Mengetahui tingkat 
keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki 
lima di Kabupaten Sukoharjo sedangkan proposal skripsi yang saya buat 
tentang Pemerintah Daerah yang perlu segera mengatasi permasalahan 
dengan mengupayakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar  
dalam berusaha sehari-harinya tetap menjaga ketertiban, kebersihan, 
keindahan serta mewujudkan keamanan lingkungan sekitarnya. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
1) Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu 
Penelitian yang Menggunakan data Sekunder. Sumber datanya Dapat 
diperoleh Melalui Penelusuran Dokumen. 
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2) Sebagai data pendukung yaitu Penelitian (File Research) adalah  Penelitian 
yang Menggunakan data Primer. Sumber Datanya Dapat di Peroleh Melalui 
Observasi, Wawancara, dan Partisipan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif 
yaitu penelitian yang lebih menitikberatkan pada penelitian perundang-
undangan (statute approach) yaitu meneliti semua regulasi atau kebijakan yang 
terkait dengan masalah-masalah penegakan Perda PKL dalam tata kelola 
Pemerintahan Daerah Kota Tegal.  
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai 
pendukung. 
a. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian 
kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan 
pengolahan orang lain, yang sudah tersedia atau milik pribadi peneliti. 
Keutamaan data sekunder :  
1.  Memudahkan peneliti memperoleh data;  
2.  Data yang diperoleh lebih objektif;  
Hasil analisis data lebih terukur, karena terdapat perbandingan 
dengan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu. Data sekunder ini 






1.  Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah 
c. Peraturan  Daerah  Kota  Tegal  Nomor  3  Tahun  2008  tentang 
Pengaturan Pedagaang Kaki Lima. 
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi  tentang hukum 
meliputi:  
a. buku-buku teks  
b. kamus-kamus hukum  
c. jurnal-jurnal hukum  
d. penjelasan-penjelasan perundang-undangan.  
e. komentar-komentar atas putusan pengadilan  
3. Bahan tertier berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu 
hukum seperti ilmu sosial dan politik, psikologi, kamus, ensiklopedi. 
b. Data Primer yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari informan dan 
responden baik melalui wawancara, observasi yang berisi pertanyaan-
pertanyaan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi 
Pamong Praja, baik dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif. 
4. Metode Pengumpulan Data 





a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu mempelajari, 
memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-
undangan serta data-data/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 
b. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi terhadap objek penelitian 
dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal dan sebagai data 
pendukung. 
5. Metode Analisis Data 
Pengolahan data penelitian dilakukan secara deduktif yaitu menarik 
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 
permasalahan konkrit yang dihadapi dalam hal ini masalah 
pengimplementasian tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda tentang PKL, pelaksanaan 
tugas dan kewenangan Pemerintah tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu 
suatu analisis yang menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 
kaidah-kaidah hukum untuk menemukan sebuah preskripsi. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan Skripsi sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; 






BAB II Tinjauan Kepustakaan : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai 
Pemerintah Daerah, Konsep Otonomi daerah, Tinjauan Peraturan daerah dan 
Tinjauan Pedagang Kaki Lima. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai : Pelaksanaan Penegakan 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 dalam penertiban Pedagang 
Kaki Lima di Wilayah Kota Tegal; Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 3 Tahun 2008 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah 
Kota Tegal. 






















A. Pemerintah Daerah 
Dalam Penyelenggaraan Negara, Pemerintah Daerah juga memiliki 
peranan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia UUD 1945 yang dimana Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat 
“Pemda” menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia untuk mengatur 
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini juga sejalan 
dengan prinsip otonomi daerah. 12Adapun penjelasan mengenai Otonomi Daerah: 
“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negera Kesatuan Republik Indonesia.” 
Pengertian mengenai pemerintah daerah dapat ditemui di dalam Undang- 
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), di 
dalam Undang-undang tersebut membedakan pengertian mengenai Pemerintahan 
Daerah  dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan ayat (2) yang mengatur terkait pembagian wilayah Negara.13 
                                                             
12 Mifta Farid dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan Potensi Daerah, e-Journal Lentera Hukum. Vol 4, No. 2, Fakultas Hukum Universitas 
Jember, 2017, hlm 2 






Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah. Asas-asas tersebut adalah desentralisasi,  dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan. 
a. Desentralisasi 
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
b. Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. 
c. Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada 
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.  
B. Konsep Otonomi Daerah 





yang berarti sendiri dan nomos yang berarti Undang-undang. Sehingga memiliki 
makna membuat perundang-undangan sendiri (zelfwet giving), namun dalam 
perkembangannya, konsepsi otonomi daerah memiliki makna zelfwetgeving 
(membuat Perda), C.W. Van Der Pot mengartikan Konsep Otonomi daerah 
sebagai eigen huishouding (menjalankan rumah tangganya sendiri).14 Dalam 
penyelenggaraan daerah menganut Asas otonom, adapun penjelasan mengenai 
asas otonom didalam undang - undang Pemerintah Daerah adalah prinsip dasar 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sehingga 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia harus berlandaskan 
prinsip otonomi daerah serta perundang-undangan yang berlaku, jika dilihat 
didalam Undang-undang Pemerintahan Daerah istilah Otonomi daerah sendiri 
dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat 6, yang akan dipaparkan dibawah ini: 
“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”15 
Berdasarkan hal tersebut diatas dalam sistem penyelenggaraan daerah 
pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki fungsi 
dan tugas untuk mengatur sendiri penyelenggaraan di daerahnya demi tercapainya 
tujuan daerah, dengan memanfaatkan organ-organ yang terdapat didalam daerah 
tersebut. kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
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otonom berdasarkan Asas Otonomi atau dikenal dengan istilah Desentralisasi. 
Di dalam daearah otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan 
daerah, antara lain bertalian dengan pembagian urusan penyelenggaraan 
pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan 
ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Adapun 
golongan yang dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:16 
1) Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara 
kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu juga; 
2) Kedua, apabila sistem supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian 
rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk 
menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerahnya; 
3) Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang 
menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemapuan keuangan asli 
daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. 
Semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga 
daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam Negara modern, 
lebih- lebih apabila dikaitkan dengan paham Negara kesejahteraan, urusan 
pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.17 
                                                             







Logemann berpendapat bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak 
yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan 
kepada daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala ancaman 
kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).18 Pemerintahan 
di daerah terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni pemerintahan lokal administratif (local 
state government) dan Pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri 
(local self government). Adapun ciri-ciri mengenai kedua hal tersebut yang akan 
dijelaskan dibawah ini:19 
1) Local State Governmen 
a) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang 
sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab 
itu urusan- urusannya peril ditegaskan secara terperinci; 
b) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat 
perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, 
tetapi pengawai pemerintah daerah; 
c) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas 
dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri; 
d) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah rumah 
tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja; 
2) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber 
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keuangan sendiri. Local Self Givernment 
Terbentuknya Local Self Government adalah sebagai konsekuensi dari 
penerapan asas dekonsentrasi. Adanya pemerintahan wilayah administratif atau 
pemerintahan lokal administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan 
pemerintahan di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat.20 
Menurut Siswanto Sunarno, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri 
dari:21 
1) Pemerintah pusat, yakni pemerintah; 
2) Pemerintah Daerah, yang meliputi pemerintah Provinsi dan 
pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
3) Pemerintah Desa. 
Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 
konsep dari otonomi daerah sendiri merupakan hak yang diberikan oleh 
pemerintah pusat ke Daerah Otonom untuk mengatur atau mengurus rumah 
tangganya sendiri atau daerahnya sendiri demi tercapainya tujuan dari daerah 
tersebut, dengan adanya konsep otonomi daerah tersebut dapat dikatakan 
pemerintah pusat memberikan kepercayaan ke daerah untuk mensejahterakan 
daerah, masyarakat sesuai apa yang di cita-citakan dari pemerintahan daerah 
tersebut. 
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C. Asas-asas Pemerintahan Daerah 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang 
selama ini digunakan, diantaranya adalah asas sentralisasi, asas desentralisasi, 
dan asas dekonsentrasi. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk 
undang-undang. Akan tetapi di dalam Konstitusi sendiri tidak mencantumkan 
asas-asas tersebut. tujuan adanyan asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-
kreasi menyimpang dari makna dan tujuan dari pemerintah daerah. Adapun 
penjelasan mengenai hal tersebut yang akan dijelaskan dibawah ini : 
1) Asas Sentralisasi 
Asas tersebut menentukan bahwa wewenang politik dan 
wewenang administrasi terdapat di puncak hirarki organisasi Negara, 
dengan sentralisasi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, 
sedangkan pelaksanaannya oleh aparatur pemerintah dipuncak hierarki 
organisasi. Dalam konsep dinamis,22 sentralisasi berarti pemusatan 
kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi di puncak 
hirarki organisasi.Dalam konteks Negara sebagai organisasi, secara teori 
maupun praktek setiap organisasi termasuk Negara selalu menganut asas 
sentralisasi sejak kemunculannya. Namun organisasi besar dan sangat 
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rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi.23 
Apabila dalam penyelenggaran Negara hanya menganut asas sentralisasi 
maka niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki organisasi 
tersebut tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan juga asas 
desentralisasi.24 
2) Asas Desentralisasi 
 Desentralisasi berasal dari dua penggalan kata Bahasa latin yaitu de 
centrum yang berarti lepas de (lepas) centrum (pusat). Sehingga 
desentralisasi memilik makna secara mendasar ialah melepaskan diri dari 
pusat. Dalam makna ketatanegaraan desentralisasi dapat dimaknai sebagai 
penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah untuk mengurus 
rumah tanggan sendiri, hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh 
Bhenyamin Hoessein.25 
Adapun penjelasan mengenai Konsep Desentralisasi yang ditulis 
Prayudi di dalam penelitiannya yang mengutip pendapat Prof Ni’matul 
Huda mengenai desentralisasi, beliau menyebutkan mengenai pengertian 
desentralisasi tidak terdapat defenisi yang tunggal mengenai konsep 
desentralisasi. Namun apapun defenisinya desentralisasi yang dipilih, 
harus terjadi harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, 
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administrasi, dan fiskal. Desentralisasi politik pada intinya memberikan 
kewenangan kepada Pemda untuk menjalankan suatu kebijaka, 
sedangkan desentralisasi administrasi atau desentralisasi managerial 
memberikan petunjuk bagaimana penerapan dan pengalihan kewenangan 
fungsi tersebut. desentralisasi fiskal juga menyediakan pembiayaan untuk 
pengalihan kewenangan tersebut.26 Yang jelas pada pelaksanaannya 
desentralisasi di berbagai Negara di dunia tidak mempunyai pola yang 
sama dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa desentralisasi akan 
bermanfaat bagi perekonomian suatu Negara, karena untuk persoalan ini 
justru sangat tergantung pada bagaimana desentralisasi itu didesain dan 
diimplementasikan. Artinya, konteks Negara masyarakat dalam 
mengartikulasikan desentralisasi itu sangat menentukan faktor-faktor dan 
dampak dari desentralisasi yang dijalankan.  
Berdasarkan hal tersebut desentralisasi disini dapat diartikan 
sebagai penyerahan secara sistematis dan rasional terkait pembagian 
kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada pinggiran 
dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah.27 
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3) Asas Dekonsentrasi 
Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah sekarang ini 
sejak berlakunya Undang-undang Pemda (UU Pemda) tahun 2014 yang 
menggantikan UU Pemda 2004 menghasilakn cukup banyak perubahan. 
Salah satu perubahannya mengenai dekonsentrasi, yang sebelumnya dalam 
UU Pemda 2004 dinyatakan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau 
kepada instansi vertical di wilayah teretntu. 28Aritnya, dekonsentrasi hanya 
dilakukan atau diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat dan instansi vertical saja, sedangkan menurut aturan dalam UU 
Pemda 2014 dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan atau kepada instasi vertika di wilayah tertentu dan atau kepada 
gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. Artinya, pada ketentuan ini diatur bahwasanya 
dekonsentrasi bukan hanya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat dan instansi vertical saja, tapi bupati atau walikotapun 
kini dapat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat melalui 
dekonsentrasi.29 Hal ini juga mengandung makna bahwa kedudukan 
kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom melalui 
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desentralisasi, namun juga sebagai wilayah adminstrasi dengan 
dekonsentrasi. 
4) Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 
Maksud dari tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah 
bertujuan agar keterbatasan  jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat 
ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Daerah berhak 
menetapkan  Kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. 
Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan 
Tugas Pembantuan di Daerahnya. 
Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh 
yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas 
Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan 
penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 
dalam dokumen yang terpisah. 





oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan 
dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam 
dokumen yang terpisah. 
D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah 
Indonesia menganut konsep Negara hukum dan memiliki tujuan serta fungsi 
untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintahan 
pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya 
dalam rangka untuk memajukan kesejateraan masyarakat, menciptakan ketertiban 
masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan 
Undang-undang yang berlaku. Hal ini juga sejalan yang diamantkan oleh Undang-
undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menjadi pedoman dasar dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Salah satu trobosan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah saat ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan 
UUD 1945 alinea ke IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum dalam hal ini 
warga Negara Indonesia.30 
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari alinea 
ketiga dan keempat dalam Pembukaan undang-undang dasar Repbulik Indonesia 
Tahun 1945. Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 1 UUD 1945 menyatakan 
bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. 
Sehingga memiliki konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya 
                                                             






pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah Nasional untuk pertama kalinya 
dan kemudian membentuk daeran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangn 
yang berlaku di Indonesia.31 
Keberadaaan Peraturan Daerah sebenarnya muncul akibat dari adanya 
pemberian kewenangan atau hak dari pemerintah pusat kepada daerah dalam 
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dikarenakan adanya bagian dari 
urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang harus diatur lebih lanjut 
dengan perturan daerah hal ini sesuai dengan asas daerah otonom. Berlakunya 
prinsip otonomi dalam Negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat 
dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan 
dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenagan masing-masing yang diberikan oleh 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.32 
Kewenangan terkait pemerintahan daerah juga dijelaskan didalam Pasal 18 
ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur 
serta mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas 
Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam pemberian 
otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah memiliki tujuan untuk mempercepat 
terduwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
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pemeberdayaan, dan  peran serta masyarakat. Di samping itu itu melalui otonomi 
luas, dalam lingkup strategis globalisasi, daerah juga dapat diharapkan mampu 
untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Indonesia. 
Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang 
diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya, telah 
ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ 
pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat 
dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serte 
keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Semua parameter tersebut tentunya 
bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, 
semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dan 
yang terpenting ialah tidak mengancam ketertiban maupun keamanan Negara 
Kesatuan Rebulik Indonesia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang Agar 
parameter dimaksud terakomodir dalam proses pembentukan perda maupun 
materi muatan perda.33 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kedudukan 
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DPRD sebagai Badan Legislatif daerah memiliki kedudukan sejajar dan menjadi 
mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau 
pengawasan terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan Hal tersebut DPRD atau 
badan legislatif memiliki kewenang untuk membentuk perda, membahas dan 
menyetujui Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
bersama dengan kepala Daerah, dan juga melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan dengan organ yang terdapat di daerah serta kebijakan-kebijakan 
yang berlaku di daerah tersebut.34 
Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan kepala daerah 
bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif Pembentukan Peraturan Daerah bisa 
berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD. Dalam pelaksanaannya 
lembaga eksekutif maupun legislatif dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah dan 
DPRD harus bersinergi sehingga dapat mencetak atau mengeluarkan suatu produk 
hukum yang baik serta responsive baik untuk masyarakat maupun Pelaksanaan 
Pemerintahan Daerah yang dicita-citakan.35 
Mengenai materi muatan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 pada Pasal 10 Ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang dimana dalam pembentukan tersebut materi muatannya harus 
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berisi mengenai : 
a. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi; 
1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang- 
undang; 
3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
4) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah konstitusi dan/atau; 
5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
b. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf dilakukan oleh DPR atau Presiden. 
Berdasarkan hal tersebut diatas merupakan materi muatan yang harus 
dimuat dalam suatu pembentukan peraturan perundangan-undangan, selanjutnya 
di dalam pasal 14 dalam undang-undang tersebut dijelaskan terkait materi muatan 
yang terkandung didalam peraturan daerah, yang akan dijelaskan dibawah ini: 
“materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota 
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan" 
Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat di simpulkan 





dari penyelenggaraan Negara untuk mensejahterakan masyarakata sesuai dengan 
yang diamatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, dengan diberikannya 
kewenangan ataupun hak dari pemerintah pusat sesuai dengan asas otonomi 
daerah, maka dasar dari penyelenggaraan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta kemajuan dari daerah agar tercapainya tujuan dari daerah 
tersebut, pemerintah dalam melakukan serta melaksanakannya dibutuhkan suatu 
produk hukum yang mengatur serta menyelenggarakan urusan daerah lewat suatu 
peraturan daerah atau setingkat maupun dibawahnya sesuai degan hirarki 
perundang-undangan, materi muatan yang terkandung dalam peraturan daerah 
tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. 
E. Organ Penegak Peraturan Daerah 
Di dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2008 menjelaskan 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan 
ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota. Dalam hal ini bahwa organ penegakan Peraturan Daerah ialah Satuan 
Polisi Pamong Praja, serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 
16 Tahun 2018 dimana dijelaskan pada Bab III Tugas, Fungsi dan Wewenang 
Satuan Polisi Pamong Praja. 





a. Menegakan Perda dan Perkada; 
b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan 
c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 
d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta 
penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instasi terkait; 
e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh 






Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang : 
a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga 
masyarakat, apatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas perda dan/atau Perkada; 
b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang 
menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 
atas Perda atau Perkada; 
d. Melakukan tindakan adminitratif terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 
Perda atau perkada 
Dengan adanya tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepada Satuan 
Polisi Pamong Praja, bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah 
penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 
lingkup tugasnya. Sebuah masalah sosial di berbagai kota di indonesia harus 
diakui bahwa upaya menata pedagang kaki lima di kota kota besar bukanlah hal 
yang mudah. Hal itu sangat merugikan Satuang Polisi Pamong Paja dalam hal 





Pamong Praja tidak profesional dalam mejalankan tugas dan fungsinya dalam 
menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
F. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima 
Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut 
penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas jalan atau trotoar 
milik daerah yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki.36 Sebagaimana 
dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa para pedagang kaki 
lima (PKL) menyebutkan bahwa PKL menjajakan barang dagangnya diberbagai 
sudut kota merupakan masyarakat yang tergolong marginal (masyarakat kecil), 
dan tidak berdaya.37 Beliau berpendapat PKL dikatakan sebagai golongan 
marginal dikarenakan mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan dikota dan 
bahkan geraknya terbatasi oleh kemajuan Kota yang tak dapat diimbangi. 
Sedangkan dikatakan tidak berdaya, dikarenakan mereka biasanya tidak terjangkau 
dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar menawarnya lemah, dan seringkali 
menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Jika 
ditinjau dari segi karakteristiknya sektor informal merupakan kegiatan ekonomi 
marginal yang memiliki ciri sebagai berikut:38 
a. Pola   kegiatannya tidak   teratur,   baik   dalam arti waktu, 
permodalan maupun penerimaannya; 
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b. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh 
pemerintah: 
c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil 
dan diusahakan atas dasar hitungan hari; 
d. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah 
dengan tempat tinggalnya; 
e. Tidak mempunyai ikatan dengan usaha lain yang besar; 
f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah; 
g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga 
secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan 
tenaga kerja; 
h. Umumnya tiap-tiap usaha mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit 
dan dari lingkungan hubungan keluarga; 
i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan perkreditan dan 
sebagainya. 
Karena merupakan bagian dari sektor informal, maka secara garis besar 
karakteristik dari PKL tidak berbeda dengan karakteristik sektor informal. Maka 
secara mendasar karakteristik dari PKL dapat diberikan ciri-ciri yang akan 
dijelaskan sebagai berikut:39 
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a. Tidak terorganisir dan tidak memiliki ijin; 
b. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen; 
c. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus; 
d. Modal dan perputaran usahannya berskala kecil; 
e. Saran berdagang bersifat moveable berpindah-pindah. 
Dari pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 
bahwasanya Pedangang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha 
dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan kegiatan usahanya 
mereka menggunakan tempat atau saran publik atau fasilitas umum, seperti 
trotoar, pinggir- pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang 
yang menjalankan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar 
pasang dan memiliki modal yang skalanya kecil.40 Hal tersebut tentunya dapat 
merusak estetika kota bahkan dapat meruska keindahan ataupun fasilitas umum 
apabila tidak diselenggarakan secara tertib. 
Pemerintah Kota Tegal untuk menata serta menjaga estetika kota ataupun 
saran maupun prasarana publik megatur terkait penyelenggaraan Pedagang Kaki 
Lima (PKL), melalui suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah. Hal tersebut 
dikeluarkan agar dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan tertib dan tidak 
merusak fasilitas umum yang ada di Kota Tegal. 
Jika merujuk ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, kita 
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dapat menemukan pengertian mengenai Pedagang Kaki Lima yang akan 
dijelaskan dibawah ini: 
“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang 
golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam usahanya menggunakan 
sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan dan 
atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum.” 
Terbitnya Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu bentuk 
penyeleggaraan Pemerintah Kota Tegal untuk menjaga kebersihan serta menjaga 
fasilitas umum agar dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal dapat tertib serta 
tidak mengganggu ketetiban umum hal tersebut juga sejalan dengan nawacita 
diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan 
Pedagang Kaki lima. Didalam Perda Kota Tegal tersebut tidak hanya terdapat 
pengaturan tentang Penyelenggaran PKL, Pembinaan, Sanksi serta Kewajiban 
melainkan juga terdapat hak, kewajiban serta larangan bagi PKL yang harus 
dilaksanakan. 
Agar tercapainya pelaksanaan PKL tertib serta tetap menjaga kebersihan di 
Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan suatu kebijakan atau produk 
hukum agar dalam penyelenggaraannya dilapangan sesuai dengan yang 
diharapkan. Adapun Pengaturan terkait penyelenggaraan PKL di Kota Tegal diatur 
dalam Pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2008, yakni : 





kecuali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 
2) Penetapan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tata 
ruang, kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, 
kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan. 
  Pelaksanaan penyelenggaraan terkait penggunaan tempat yang telah 
dipaparkan diatas merupakan tempat yang tidak dibolehkan bagi PKL untuk 
menggunakan fasilitas umum untuk berdagang, dikarenakan dapat merusak 
keindahan serta kebersihan Kota Tegal. Hal tersebut sesuai dengan yang 
dimanatkan dalam kosideren huruf (a) dalam Perda Nomor 3 tahun 2008, akan 
tetapi pelaksanaan penggunaan sarana fasilitas umum dapat digunakan apabila 
memperhatikan serta memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) dalam Perda 
tersebut. Adapun syarat-syarat ataupun pertimbangan yang dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (2) terkait pengaturan tempat dan waktu yang akan dipaparkan 
dibawah ini, yaitu: 
1) Pemerintah Daerah melaksanaan penataan PKL pada masing- 
masing fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2); 
2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 





b) Luas tempat dan jenis usaha; 
c) Pertimbangan-pertimbangan lainnya. 
3) Ketentuan-ketentuan penataan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota 
Pengaturan terkait hal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk dalam 
penyelenggaraan PKL terkait penataan dalam pelaksanaan PKL di Kota Tegal 
yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal agar dalam penyelenggaraannya sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam perda ini. Pengaturan terkait penyelenggaraan 
PKL di Kota Tegal dapat berubah-ubah mengenai tempat dan waktunya 
tergantung dari kebijakan dari Pemerintah Kota Tegal, yang akan dipaparkan 
dibawah ini: 
1) Untuk kepentingan umum atau pembangunan daerah, 
Pemerintah dapat melakukan perubahan, penataan atau 
pemindahan PKL ke lokasi lain; 
2) Pemberitahuan secara tertulis kepada PKL mengenai 
pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
pelaksanaan pemindahan; 
3) Segala biaya yang timbul akibat penataan atau pemeindahan 
lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing PKL. 
Selain pengaturan mengenai tempat dan waktu terkait penyelenggaraan 





memberikan mengenai hal-hal menjadi Hak, kewajiban serta larangan yang 
diberikan kepada PKL di kota Tegal, yang akan dipaparkan di bawah ini: 
Adapun hak yang diberikan PKL, yaitu: 
a) Menyampaikan usulan-usulan dan atau aspirasi 
kepada Pemerintah Daerah dan atau DPRD; 
b) Meminta bukti pembayaran retribusi; 
c) Membentuk organisasi atau sejenisnya pada lokasi-lokasi 
yang memungkinkan; 
d) Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan 
perundang- undangan yang berlaku; 
e) Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan atau 
Pemerintah Daerah. 
 Selain hak-hak yang diberikan PKL ada kewajiban yang harus 
ditaati bagi PKL dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal, yaitu: 
a) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan 
dan ketertiban sekitar tempat usaha; 
b) Memperhatikan kepentingan orang atau pihak lain sebagai 
pengguna fasilitas umum; 
c) Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas terdapat larangan bagi PKL 





bagi PKL. Apabila melanggar ketentuan tersebut PKL dapat dikenakan sanksi 
ataupun pidana, yaitu; 
PKL dilarangan: 
1) berjualan di sembarang tempat selain yang telah ditentukan 
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini; 
2) Melakukan tindakan yang berakibat fasilitas umum menjadi 
berubah bentuk dan fungsinya; 
3) Menempatkan dan atau meninggalkan barang-barang di 
sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum; 
4) Membuang sampah, kotoran atau barang-barang lain yang 
berbau busuk di sembarang tempat, saluran atau sungai; 
5) Membuat tempat usaha menjadi kumuh sehingga 
mengganggu keindahan kota; 
6) Menyediakan, menjual dan atau menjadikan tempat transaksi 
benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
7) Menyediakan dan atau menjual minuman keras atau 
menjadikan tempat usahanya untuk minum minuman keras; 
8) Menjadikan tempat usaha sebagai tempat mangkal atau 
berkumpul orang-orang yang patut diduga dapat 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pelacuran; 





10) Membuat tempat usaha menjadi bangunan permanen; 
11) Merubah bentuk dan atau menambah bangunan apabila 
tempat berjualan PKL dibangun oleh Pemerintah Daerah. 
Hal-hal tersebut diatas merupakan larangan yang tidak boleh dilakukan 
dalam penyelenggaraan PKL di Kota Tegal. Pemerintah dalam mengantisipasi 
agar penyelenggara PKL tidak melanggar larangan tersebut pemerintah 
melakukan pembinaan serta pengawasan dalam penyelenggaraannya di 
lapangan. 
Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pemerintah dapat mengenakan 
sanksi berupa sanksi administrasi bahkan bisa dikenakan sanksi pidana bagi 
penyelenggara yang melanggarnya. Adapun sanksi-sanksi yang akan 
dipaparkan dibawah ini: 
1) Terhadap PKL yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan 7 
Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administrasi berupa 
teguran lisan dan atau tertulis secara bertahap 3 (tiga) kali 
berturut-turut, dengan masing-masing tenggang waktu selama 
3 (tiga) hari; 
2) Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran lisan 
dan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
maka dilakukan pembongkaran atau penghentian usaha. 
Ketentuan mengenai sanksi Pidana; 





Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta); 
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
adalah pelanggaran; 
3) Pidana kurungan atau denda yang dijatuhkan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghapuskan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah  
Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan PKL di 
Kota Tegal yang harus dilaksanakan serta dijalankan oleh Penyelenggara PKL 
di Kota Tegal, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan 
Pemerintah Kota Tegal. Hal tersebut harus dijalankan agar para penyelenggar 
PKL di Kota Tegal tidak dikenakan sanksi dari Pemerintah Kota Tegal dan satu 
sisi keindahan serta kebersihan saran maupun prasarana fasilitas umum di Kota 












PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 
dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal 
a) Deskripsi Wilayah Kota Tegal  
Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang 
berada di ujung barat dan terletak dipantai utara pulau Jawa. Wilayah Kota Tegal 
berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah timur Kabupaten 
Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Tegal, dan sebelah barat Kabupaten Brebes. 
Di sebelah utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas 
Wilayah ini adalah 39,68 km2, atau sekitar 0,11% dari luas Jawa Tengah. Kota 
Tegal terletak diantara 109°08’-109°10’ Bujur Timur dan 6°50’-6°53’ Lintang 
Selatan. 
Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan 
batas Wilayah Kotamadya Daearah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tegal, Luas Wilayah Kota Tegal adalah 38,50km² atau 3.850 hektar. 
Namun demikian secara Defacto luas Wilayah Kota Tegal mengalami perubahan 
sejak tanggal 23 maret 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 





Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara 52 Sungai Kaligangsa, sehingga luas 
wilayah Kota Tegal menjadi 39,68km² atau 3.968 hektar.41 
b) Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2008 
Penyelenggaraan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat di 
Kota Tegal dinilai kurang baik dikarenakan masih banyaknya para PKL yang 
melanggar peraturan, dan serta menggambarkan kurangnya kesadaran dari para 
PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga merupakan gambaran 
belum efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam 
memberikan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis 
pelaksanaan dan penyelenggaraan tersebut. 
Dalam hal ini perlu di lakukan upaya dan perbaikan di kedua belah pihak 
dimana aparat menjalankan fungsinya dalam penyuluhan dan pembinaan dengan 
di bekali strategi komunikasi yang lebih persuasif dengan pendekatan yang 
manusiawi dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan dengan PKL di tuntut untuk 
lebih menyadari bahwa lahan yang mereka gunakan untuk berjualan bukan 
sepenuhnya hak milik mereka secara pribadi, karena pengguna hak lain berupa 
publik di lahan tersebut mempunyai hak sama, maka dari itu PKL di harapakan 
untuk selalu menjaga kerapian, kebersihan, keindahan, kenyaman, kesehatan 
lingkungan, dan keamanan di tempat usahanya tersebut. 
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Penyelenggaraan pengaturan PKL oleh Aparat  Kota Tegal di nilai kurang 
baik di karnakan belum sesuainya antara fasilitas yang di peroleh oleh PKL 
dengan biaya retribusi yang ada dan proses perizinan yang harus dilakukan oleh 
PKL. Rendahnya Komunikasi dalam kebijakan ini dari aparat Kota Tegal 
menyebabkan pedagang tidak sepenuhnya mengerti tentang kewajiban yang harus 
di taati. Kondisi ini terjadi dikarnakan komunikasi yang kurang baik dilakukan 
oleh petugas terhadap pedagang dan serta kurangnya kemampuan aparat terhadap 
pengaturan PKL dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008  
Selain kurangnya komunikasi dan sosialisasi, masalah cara penyamainan 
petugas yang masih dikeluhkan oleh para pedagang. Dalam penyampaian 
informasi dan sosialisasi petugas sering menggunakan bahasa yang kurang bisa 
dipaham oleh para Pedagang Kaki Lima, dan kadang juga cara penyampain dari 
petugas dirasa kurang kekeluargaan, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi dan 
sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada Pedagang Kaki Lima masih 
kurang baik. 
Kesadaran yang sangat tinggi para Pedagang Kaki Lima untuk selalu 
menjaga lingkungan di lahan atau area jualan sangat diharapkan sekali dalam 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedagang 
Kaki Lima. Hal ini didasarkan dalam beberapa keluhan dari masyarakat tentang 
seringnya ada tumpakan sampah bekas jualan yang berada di sekitar area jualan 
Pedagang Kaki Lima serta sangat menganggu kenyaman karena menghasilkan 





membuang sampah jualannya di sungai atau saluran pembuangan deket mereka 
berjualan. 
c) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal  
Bertambah pesatnya kemajuan Kota Tegal di bidang ekonomi ini membuat 
masyarakat dari luar Kota Tegal maupun didalam Kota Tegal untuk menjalani 
kehidupan melalui berbagai macam profesi pekerjaan, maka dari itu pemerintah 
Kota Tegal harus menyiapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi 
perkembangan sosial saat ini, yang bertujuan agar dapat mengendalikan kegiataan 
yang dilakukan oleh masyarakat yang terdiri dalam aspek apapun, baik dalam 
aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. 
Supaya peraturan yang dibuat dapat berjalan efektif atau berjalan dengan 
semestinya maka harus sangat memperhatikan prosedur penerapan dan aspek 
penegakan hukumnya. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa 
perkembangan yang dialami oleh Kota Tegal sangat diwarnai oleh lika liku proses 
dalam pengaturannya. Tentu juga permasalahan yang terjadi adalah munculnya 
Pedagang Kaki Lima yang membuka usaha di tempat yang tidak semestinya yang 
menjadikan fasilitas umum sebagai lahan atau lapak untuk berjualan dalam artinya 
fasilitas umum menurut Pertauran Darah Nomor 3 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 
berbunyi “Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan oleh 
Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yang berupa 





Didalam perda tersebut dijelaskan bahwa trotoar termasuk dalam arti lain 
dari fasilitas umum dan hakikatnya trotoar diperuntukan untuk pejalan kaki agar 
dapat berjalan dengan aman dan nyaman, tetapi permasalahan trotoar memang 
sudah menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Bahkan pejalan kaki pun sering 
enggan untuk menggunakan fasilitas yang sudah di sediakan itu dikarnakan 
semakin banyaknya penyalahgunaan trotoar yang sudah semakin menjamur 
membuat orang enggan untuk berjalan kaki. 
Namun dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar 
mengakibatkan adanya pro dan kontra yang timbul di masyarakat , dimana satu 
sisi masyarakat sering terbantu dengan adanya Pedagang Kaki Lima dengan 
adanya makanan murah, produk – produk sehari hari bahkan produk yang tidak 
ada di pusat pembelanjaan yang mana bisa kita dapatkan di pedagang kaki lima 
tersebut. 
Disisi lain juga Pedagang Kaki Lima menimbulkan ketidakkenyamanan, 
ketentraman, dan ketertiban yang dimana menimbulkan permasalahan baru yaitu 
menyisakan sampah bertumpuk dan berserakan di sembarang tempat, 
menimbulkan kerumunan yang mengganggu arus pengguna lalu lintas, merampas 
hak dari pejalan kaki yang kebanyakan Pedagang Kaki Lima mereka banyak 
berjualan di trotoar jalan serta ruas ruas jalan.  
Oleh karenanya, walaupun pedagang kaki lima membawa manfaat tersendiri 





pejalan kaki, oleh karena itu Pemerintah Kota Tegal tetap harus melakukan 
penataan guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum. 
Maka dari itu untuk menciptakan, memelihara, dan serta menjaga 
kepentingan umum, maka perlu dilakukan penertiban tehadap Pedagang Kaki 
Lima yang melanggar, serta dari setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam 
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan 
kepada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan 
hukum terhadap pedagang kaki lima harus dijalankan oleh instasi yang berwenang 
dalam rangka menjaga kedamaian dalam bermasyarakat, instasi yang diberikan 
kewenangan dalam hal ini adalah sebagai berikut :  
a. Pemerintah Daerah Kota Tegal melalui Dinas Koperasi, UKM & 
Perdagangan Kota Tegal, sebagai instasi yang berwenang mengeluarkan 
izin bagi pedagang kaki lima, melakukan pembinaan, pengawasan, dan 
pendampingan. 
b. Satuan Polisi Pamong Praja, instasi yang berwenang untuk melakukan 
pengawasan dan penegakan terhadap pedagang kaki lima. 
Apabila terjadi masalah antara masyarakat yang mendukung adanya 
Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak sesuai aturan yang berlaku, maka 
dalam hal ini Pemerintah Daerah  Kota Tegal melalu instansi Dinas Koperasi, 
UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal sebagai aparat 
yang berwenang dalam mengawal, menerapkan, dan melaksanakan Peraturan 





Instasi tersebut sangat menjunjung asas kepentingan umum, dimana mereka dapat 
memperhatikan hak-hak bagi seluruh pihak, khususnya pejalan kaki, agar hak 
dalam menggunakan fasilitas umum berupa trotoar dapat digunakan semestinya 
maka dari itu sangat diperhatikan betul asas kepentingan umum ini42. 
Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah untuk 
menindak tegas terhadap para Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan yang 
berlaku serta menindak Pedagang Kaki Lima yang tidak mempunyai izin, yang 
mana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Karena apabila berkaca pada 
Peraturan Daerah ini bisa dikatakan masih banyak pedagang kaki lima yang ada di 
Kota Tegal melanggar aturan, berdasarkan klarifikasinya Pedagang Kaki Lima 
terbagi beberapa jenis, yaitu 43: 
Pedagang kaki lima berdasarkan sifatnya :  
a. PKL yang memiliki izin (legal) adalah PKL yang terdata oleh 
Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kota Tegal  
b. PKL yang tidak memiliki izin (ilegal) adalah PKL yang tidak 
terdata oleh Dinas Koperasi, UKM, & Perdagngan Kota Tegal 
Pedagang kaki lima bedasarkan bentuknya :  
a. PKL yang menetap adalah PKL yang menempati suatu tempat 
tanpa berpindah-pindah.  
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b. PKL yang tidak menetap adalah PKL yang berjualan secara 
berpindahpindah dari satu tempat ke tempat yang lain 
Pedagang kaki lima bedasarkan waktu :  
a. PKL yang bersifat musiman adalah PKL yang berjualan pada 
waktu event atau acara-acara tertentu. 
b. PKL yang bersifat permanen : PKL yang berjualan secara 
permanen di satu tempat dan biasanya habis masa waktu ketika 
perjanjian telah selesai. 
Macam tindakan tegas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
terhadap PKL biasannya dilakukan pada PKL yang tidak berizin, karena di Kota 
Tegal lebih banyak PKL yang tidak berizin dari pada yang berizin.  
Jenis – jenis pelanggaran yang disampaikan adalah sebagai berikut : 
a. Penggunaan trotoar sebagai fasilitas berdagang 
b. Tidak memiliki isin 
c. Menggaanggu ketertiban umum, seperti kurangnya menjaga 
kebersihan lingkungan  
d. Melanggar pengaturan waktu berjualan yang sudah ditentukan. 
 Munculnya jenis-jenis pelanggaran diatas biasanya disebabkan oleh 
Pedagang Kaki Lima yang belum memiliki izin, sehingga Dinas Koperasi, UKM 
& Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melakukan penataan 





merasa bahwa trotoar yang ditempatinya merupakan haknya, karena tidak adanya 
larangan pada saat pertama kali dating untuk ditempati.44 
1. Prosedur Perizinan Dalam Berdagang  
Prosedur penyelenggaraan perizinan, para PKL dapat mengajukan izin baik 
secara perorangan maupun kelompok, Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan 
mengusulkan bahwa agar Peadang Kaki Lima terlebih dahulu membentuk 
paguyuban. 
Prosedur pengurusan perizinan dilakukan dari bawah ke atas, maksudnya 
Pedagang Kaki Lima meminta izin terlebih dahulu kepada perangkat desa bahwa 
lingkungannya akan dijadikan tempat usaha baginya. Setelah mendapatkan izin, 
selanjutnya perizinan melalui tingkat kecamatan, hal ini dimaksudkan oleh 
Pemerintah Daerah agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wilayah 
tersebut tidak terganggu oleh kepentingan para PKL. 
PKL yang telah membentuk paguyuban harus memberikan salah satu 
perwakilannya agar mengurusi perizinan dengan cara mengajukan permohonan 
izin usaha pada dinas perdagangan. Dan Para Pedagang Kaki Lima harus 
memenuhi berkas permohonan izin lokasi yang telah lengkap dan benar sehingga 
selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas Perdagangan. 
Selanjutnya Dinas Perdagangan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajiannya 
akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin lokasi 
                                                             
44 Hasil wawancara dengan Bapak Farikhin, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-





oleh Kepala Dinas terkait paling lambat 14 hari sejak permohonan tersebut 
dinyatakan lengkap dan benar.45 
2. Pembinaan dan Pengendalian 
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam hal ini selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan 
pembinaan dalam penataan PKL. Pembinaan dapat dilakukan terhadap perorangan 
atau telah membentuk paguyuban. Pembinaan disini maksudnya adalah berkaitan 
dengan penyelenggaraan perdagangan, jenis-jenis makannannya, termasuk syarat 
sehat makanan, kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan 
lingkungan. 
Dalam melakukan pembinaan tersebut di bantu oleh instasi lain seperti 
Dinas Perekonomian yang fungsinya untuk meningkatkan perkembangan 
ekonomi kepada para PKL, Dinas Perhubungan terkait fasilitas umum, Satuan 
Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penegekan, serta Dinas 
Kesehatan terkait kesehatan produk yang diperjualbelikan dan juga melakukan 
pengecekan pada kelayakan makanan, apakah makanan yang di perjualbelikan 
mengandung bahan – bahan yang dapat menyebabkan penyakit, maka akan di 
tandai dengan stiker kelayakan makanan yang di perjualbelikan di gerobak PKL 
tersebut karna sekarang PKL banyak yang berjualan hanya berjualan saja yang 
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penting dapat untung tidak mementingkan kebersihan, kesehatan dan kehigenisan 
konsumen yang membeli makanan tersebut.46 
Para PKL juga ditetapkan dan ditempatkan susuai alokasi yang sudah di 
sesuaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal serta juga Pemerintah Daerah juga 
memberikan bantuan berupa shelter – shelter dilokasi tempat yang di sediakan dan 
ditentukan. Pemerintah Daerah juga meningkatkan perekonomian dengan 
memberikan permodalan bagi para PKL dengan cara menyiapkan kredit usaha, 
dimana para PKL dapat mengajukan permohonan Dinas Koperasi, UKM & 
Perdagangan, lalu selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi untuk diberikan 
kepada Bank BPD sehingga modal yang dimintakan dapat dicairkan.47 
Bentuk Pengendalian itu ada 2 yaitu secara preventif dan represif Secara 
preventif dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan, dengan cara 
melakukan pembinaan dan pengawasan serta apabila dapat laporan mengenai PKL 
yang melakukan pelanggaran, sedangkan secara represif dilakukan oleh instasi 
Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai contoh Dinas Koperasi, UKM & 
Perdagangan mendapat laporan dari pemilik Persorangan Terbatas ( PT ) Kota 
Tegal bahwa terdapat PKL di sekitar lingkungan PT di Kota Tegal, selanjutnya 
dengan adanya laporan tersebut, mendelegasikan Satuan Polisi Pamong Praja 
untuk melakukan pengecekan dan peninjauan langsung di lapangan. Satuan Polisi 
Pamong Praja tidak serta merta melakukan penertiban, mereka menanyakan 
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terlebih dahulu kepada pihak PT tersebut apakah ada unsur ketidaknyamanan 
yang ditimbulkan oleh PKL yang berjualan di sekitar PT tersebut, 48 
Selain dari penjelasan diatas, bentuk pengadilan lain oleh Dinas Koperasi, 
UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal adalah dengan 
melakukan rapat bersama secara rutin 3 (tiga) bulan sekali. Berdasarkan 
Narasumber yang paling mudah melakukan penyuluhan terhadap para Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang sudah membentuk paguyuban karena dari pihak dinas 
terkait hanya tinggal mengirim surat, yang selajutkan dari pihak peguyuban atau 
ketua paguyuban yang akan mengikuti penyuluhan dan hasilnya akan 
disampaikan sendiri kepada para anggota paguyuban. Di dalam penyuluhan 
tersebut berisi tentang apa yang wajib dilakukan dan larangan yang tidak boleh 
dilakukan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku dan juga 
ada sesi tanya jawab agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. 
3. Tanggapan Masyarakat 
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi berkaitan dengan 
kehadiran para pedagang kaki lima oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang 
dimaksud adalah pejalan kaki yang berada di Kota Tegal. Penelitian in i dilakukan 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta pendapat terhadap 
masyarakat terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang melanggar 
aturan yang dimana banyak berjualan di trotoar, sebab pelanggaran seperti ini 
sangat memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. 
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Tanggapan yang diberikan oleh pejalan kaki memiliki sifat subjektif, 
peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang secara acak yang diharapkan 
mewakili para pejalan kaki lainnya. Berikut bentuk pertanyaan yang diajukan 
peniliti sebagai berikut : 
a. Apakah anda tahu fungsi trotoar itu apa dan diperuntukan untuk siapa ?  
1) Hanya pejalan kaki : 8 (enam) orang 
2) Pejalan kaki dan Disabilitas : 2 (empat) orang 
 Dari pertanyaan diatas menunjukan bahwa masih banyak yang 
beranggapan bahwa trotoar hanya diperuntukan bagi pejalan kaki saja, 
padahal trotoar memilik fungsi yang banyak daripada itu saja. Trotoar 
merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu linta dan 
angkutan jalan diantara fasilitas-fasilitas lainnya seperti : lajur sepeda, 
tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi 
penyandang cacat dan manusia usia lanjut. 
b. Apakah menurut anda Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang berjualan di 
atas trotoar adalah hal yang wajar atau tidak ? 
1) Merupakan hal yang wajar : 6 (tujuh) orang 
 Tanggapan diatas Pejalan kaki yang menganggap Pedagang Kaki 
Lima ( PKL ) yang berjualan di atas trotoar dianggap hal yang wajar 
karna merke mempunyai alesan yakni minimnya lowongan 
pekerjaan, kurangnya pendidikan, apalagi dengan adanya virus covid 





penunjang bagi perekonomian para PKL belum ada solusi  dari 
pemerintah, pemerintah juga memberikan relokasi yang kurang 
strategis untuk para PKL dalam mendapatkan untung dalam 
jualannya, Para pejalan kaki menganggap PKL yang berjualan diatas 
trotoar itu sedang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari 
hari, masyarakat juga merasa dimudahkan dengan adanya PKL untuk 
mendapatkan kebutuhan sehari sehari. 
2) Merupakan hal yang tidak wajar : 4 (tiga) orang 
 Dari tanggapan diatas, menujukan bahwa masih banyak pejalan 
kaki yang menganggap bahwa PKL yang berjualan diatas trotoar 
merupakan hal yang tidak wajar karena mengangap tindakan yang 
dilakukan oleh PKL yang berjualan di trotoar sangat mengambil hak 
pejalan kaki, padahal sudah jelas peraturan yang melarang PKL 
untuk berjualan di trotoar. 
c. Apakah anda mengetahui bahwa PKL yang berjualan harus memiliki izin 
?  
1) Mengetahui harus memiliki izin : 5 (Lima) orang  
2) Tidak mengetahui harus memiliki izin : 5 (Lima) orang 
d. Apakah anda mengetahui bahwa ada peraturan terkait penataan PKL ?  
1) Mengetahui ada peraturan : 7 ( tujuh) orang 





e. Apakah menurut anda PKL yang berjualan di trotoar dapat mengganggu 
ketertiban dan mengakibatkan kemacetan ? 
1) Setuju : 8 ( orang ) 
2) Tidak setuju : 2 ( orang ) 
 Tanggapan para pejalan kaki rata-rata menjawab bahwa adanya 
PKL yang berjualan diatas trotoar pastinya menimbulkan kemacetan 
dan menganggu ketertiban. Dengan adanya PKL yang berjualan 
diatas trotoar yang tidak semestinya ini, pasti para konsumen 
memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, sehingga berdampak 
menyempitnya ruang jalan bagi kendaraan yang berlalu lintas dan 
sangat menganggu ketertiban dan kenyaman para pengguna jalan. 
f. Apakah anda setuju PKL dipindahkan ke suatu tempat atau malah setuju 
dengan PKL berjualan seperti biasa ? 
1) Setuju dipindahkan ke suatu tempat : 4 ( empat) orang 
 Dengan alasan menciptakan keamanan , ketertiban, keindahan 
serta kenyamanan bagi para pejalan kaki dan tidak melanggar hak 
pejalan kaki.  
2) Setuju PKL berjualan seperti biasa : 6 (enam) orang 
 Dengan alasan kasihan, para pejalan kaki beranggapan orang 
yang menjadi PKL setidaknya mereka telah mencari pekerjaan tetapi 
tidak diterima karna faktor pendidikan, minim pengalama, serta 





Pedagang Kaki Lima ( PKL ), dengan menjadi PKL setidaknya untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan mereka yang telah memiliki 
pelanggan tetap apabila dipindahkan ke tempat yang tidak strategis 
akan mematikan usaha dagang para PKL tersebut. 
g. Apakah anda mempunyai solusi agar dapat mengatasi PKL tidak lagi 
berjualan di trotoar ?  
 Tanggapan pejalan kaki memberikan solusi agar pemerintah 
melek dan menata PKL yang berjualan diatas trotoar agar dipindahkan 
ke suatu tempat yang memiliki sifat strategis dan mudah dijangkau oleh 
masyarakat, yang bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan. 
Dari 10 pejalan kaki yang peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan 
bahwa masih adanya pro dan kontra terkait PKL yang berjualan diatas trotoar. Pro 
dan Kontra pasti ada karena masalah ekonomi, disisi lain demi menciptakan 
keamanan, ketertiban dan keindahan PKL harus dipindahkan ke suatu tempat , 
disisi lain merasa kasihan demi mencukupi kebutuhan hidup, PKL yang sudah 
mempunyai pelanggan tetap ditempat itu, sehingga apabila dipindah pelanggan 
tetapnya akan mulai hilang. 
 
4. Tanggapan Pedagang Kaki Lima 
Keberadaan PKL yang berjualan di trotoar menuai pro dan kontra diantara 
masyarakat, ada yang menganggap hal tersebut berupan suatu tindakan yang 





dengan peraturan yang ada. Peniliti merasa tidak adil kalau hanya mendengarkan 
dari salah satu pihak saja. Peneliti melakukan penelitian terhadap pedagang kaki 
lima, dimana pedagang kaki lima ini menjajakan dagangannya diatas trotoar yang 
tidak memiliki izin sama sekali. 
Peniliti mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada para Pedagang Kaki Lima ( PKL ) sebagai berikut : 
a. Apakah anda mengetahui bahwa adanya larangan PKL berjualan di 
trotoar ? 
 Menurut PKL mengetahui bahwa trotoar merupakan fasilitas 
pejalan kaki, namun mereka memberikan alasan bahwa berjualan diatas 
trotoar merupakan tempat strategis untuk mendapatkan konsumen karena 
berada di tepi jalan, untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan 
sehari-hari 
b. Kenapa anda tidak mengajukan permohonan izin untuk berjualan kepada 
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan ? 
 Para PKL berdalih jika mendapat persetujuan dari masyarakat 
sekitar lingkungan itu sudah cukup, ada juga yang tidak mengetahui tata 
cara melakukan pengurusan permohonan izin sehingga mereka menjadi 
malas untuk mengurusnya, ada pula yang kawatir apabila memperoleh 
izin akan dipindahkan ke suatu tempat yang sepi dari konsumen. 
c. Apakah anda mengetahui bahwa PKL yang berada di Kota Tegal sudah 





 Para PKL mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur, 
akan tetapi mereka memberi penjelasan bahwa selama ini aman-aman 
saja, paling hanya teguran lisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk 
tidak berjualan diatas trotoar karena sudah diatur dalam Peraturan 
Daerah. 
d. Apakah anda memahami isi dari Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 
tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal ?  
Para PKL tidak memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut, hanya 
mengetahui saja bahwa ada peraturan yang mengatur tentang PKL. 
Bedasarkan hasil infomarsi yang didapatkan dari para pedagang kaki lima, 
bahwa belum pernah ada yang mencoba mengajukan permohonan izin dan tidak 
mau dipindahkan karena menurut mereka sudah menempati lokasi-lokasi yang 
dinilai mereka merupakan lokasi strategis dan menjanjikan. 
5. Tindakan Penegakan 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan suatu tindakan tentu saja 
harus berlandaskan sesuai peraturan yang berlaku, karena harus sesuai dengan 
fungsi dan prosedurenya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok 
membantu Walikota dalam menegakan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota, 
menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta 
menyelenggarakan penyuluhan dan kesamaptaan49. 
                                                             
49 Pasal 2 Peraturan Walikota Tegal nomor 32 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, 





 Tindakan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dibagi menjadi 3 , 
sebagai berikut :  
a. Tindakan Pre-emtif, merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja yang memiliki bidang khusus untuk melakukan 
sosialisasi terhadap pedagang kaki lima, diberikan sosialisasi 
bertujuan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para 
pedagang kaki lima terhadap peraturan yang berlaku. 
b. Tindakan Preventif, merupakan tindakan untuk diterapkannya jasa 
keamanan untuk menjaga lokasi-lokasi tertentu yang dinilai paling 
banyak ditemui pelanggaran oleh pedagang kaki lima, tindakan ini 
bertujuan agar apabila setelah dilakukannya operasi penertiban, para 
pedagang kaki lima tidak kembali berjualan lagi dilokasi tersebut. 
c. Tindakan Represif, merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima yang 
terbukti melakukan pelanggaran. Tindakan ini berupa terguran secara 
lisan, penyitaan, dan pemberiaan sanksi. 
Ketika melakukan operasi lapangan, menurut Bapak Farikhin belum pernah 
terjadi kontak fisik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan PKL. Hal ini karena 
Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan peringatan atau teguran terlebih 
dahulu, dan apabila teguran tersebut dihiraukan maka terpaksa Satuan Polisi 
Pamong Praja melakukan mengamankan barang bukti yang dilakukan oleh 





menghindari terjadinya konflik dilapangan sesuai Standard Operating Procedure 
(SOP). Bapak Farikhin juga menambahkan bahwa pada saat melakukan 
penertiban pedagang kaki lima tidak melakukan perlawanan, dikarenakan para 
pedagang kaki lima ini sudah mengetahui bahwa mereka melanggar peraturan, 
desakan ekonomi yang memaksa mereka melakukan pelanggaran tersebut.50 
2. Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 
dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal 
Penegakan Peraturan daerah tidak semudah apa yang di bayangkan tidak 
adanya ketegasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah membuat para PKL 
sangat mudah sekali melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Didalam 
pelakasanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 3 Tahun 2008 
merasa demikian banyak sekali hambatan yang terjadi. 
Relokasi yang kurang sesuai dengan apa yang di cantumkan dalam pasal 3 
ayat (2) Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 dimana relokasi yang didapatkan 
oleh para PKL kurang strategis, luas tempat yang kurang, serta aksesabilitas 
dalam menemukan relokasi tersebut. Komunikasi dan sosialisai yang kurang dari 
Pemerintah Daerah juga termasuk penghambat pelaksaaan penegakan perda ini. 
a. Kinerja Penegak Perda 
 Terlepas dari potensi ekonomi PKL, maraknya Pedagang Kaki Lima di 
kota – kota besar indonesia yang menimbulkan banyak sekali masalah bagi 
                                                             
50 Hasil wawancara dengan Bapak Farikhin, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-





pemerintah daerah, pengguna jalan serta pemilik toko. Tidak sedikit juga para 
pemilik toko dan para pengguna jalan merasa terganggu dengan adanya 
keberadaan Pedagang Kaki Lima di trotoar atau depan toko. 
Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah pasti mengeluarkan 
peraturan daerah tentang penataan terhadap Pedagang Kaki Lima, penataan dan 
pembinaan PKL akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan 
akan terciptanya ketertiban dan keindahan kota. 
Peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja di dalam penataan dan pembinaan 
Pedagang Kaki Lima sangatlah penting karena dalam  pelaksanaanya yang sangat 
mengetahui kondisi lapangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja sehingga harus 
bekerja keras untuk meningkatkan kinerja supaya kota akan tertib, aman, nyaman 
dan indah sesuai dengan yang diharapkan 
Menurut Hartoto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, ada beberapa 
hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap 
Pedagang kaki lima adalah :51 
1. Memberikan penyuluhan terhadap PKL tentang peraturan yang berlaku, 
2. Menanamkan kesadaran dan kepatuhan para PKL terhadap peraturan 
yang berlaku, 
3. Melakukan tindakan berupa sanksi atau teguran kepada para PKL yang 
melanggar peraturan yang berlaku, 
4. Melakukan penertiban terhadap lokasi yang digunakan oleh PKL, 
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5. Memberlakukan zonasi wilayah terhadap para PKL, 
Hambatan dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal dalam 
mewujudkan dan menegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima juga di 
jelaskan menurut Farikhin menjabat selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-undangan dan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Tegal ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan dan 
menegakan Peraturan Daerah tersebut, antara lain :52 
a. Kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima Kota Tegal dalam 
mematuhi Peraturan Daerah tersebut. 
b. Banyaknya pedagang nakal Kota Tegal yang masih belum terdeteksi 
dalam paguyuban supaya menadapatkan sosialiasi. 
c. Masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang tidak teratur dan tidak 
mengikuti sosialisasi tentang aktivitas berdagang yang dilakukan oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal. 
d. Belum adanya tempat lagi atau relokasi yang di berikan Pemerintah 
Daerah Kota Tegal untuk para Pedagang Kaki Lima agar aktivitas 
berdagangtidak mengganggu falisitas umum. 
Dari hambatan di atas yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Tegal dapat dicegah atau minimal mengurangi dengan upaya sebgai berikut 
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a. Mengadakan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima secara ketentuan 
yang berlaku untuk menata permasalah didalama lingkup Pedagang Kaki 
Lima. 
b. Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu melakukan kondirnasi dengan 
pedagang kaki lima serta paguyuban yang menjadi wadah para PKL 
untuk mencegah adanya permusuhan atau kesalahpahamnya diantara dua 
belah pihak. 
c. Pemerintah Kota Tegal juga harus menyedikan tempat yang layak, 
strategis, nyaman, dan aman untuk para pedagang kaki lima agar tidak 
kembali ketempat semula yang akan mengganggu fasilitas umum yang 
ada di kota tegal. 
d. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih tegas dalam melakukan 
penindakan terhadap para pedagang kaki lima yang tidak menaati 
aturang yang berlaku. 
b. Faktor – Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda 
Hambatan penegakan peraturan daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pedagang Kaki Lima sangat di rasakan oleh petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Tegal karna para Pedagang Kaki Lima kurang mengerti 
dengan jelas akan kesalahan. Dalam melakukan suatu aktivitas tentu ada 
tantangan yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, tantangan 
merupakan salah satu bentuk yang dapat menghambat proses berjalannya suatu 





dirasakan pada hasil dari suatu program, begitu juga yang terjadi di Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Tegal dalam menghadapi masalah tentang Pedagang Kaki 
Lima yang ada di wilayah Kota Tegal. 
Berikut beberapa faktor yang sangat menghambat Penegakan Peraturan 
Daerah Kota TegalNomor 3 Tahun 2008 dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima 
Di Kota Tegal 
a. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia 
  Aspek ini sangat mempengaruhi kelancaran dalam menerapkan 
program yang diatur oleh Pemerintah Daerah. Faktor anggaran sangatlah 
penting dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan fasilitas. Kurangnya 
anggaran juga menjadi penyebab terbatasnya sumber daya manusia. 
Keterbatasan ini mengakibatkan tidak bisa berjalan dengan lancar 
program Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan itu sendiri. Kekurangan 
sumber daya manusia menyebabkan keterbatasan terhadap pengawasan 
PKL yang melanggar peraturan. 
b. Tidak tersedia lahan untuk Pedagang Kaki Lima  
 Kurangnya lahan yang mewadahi para PKL ini menjadi 
hambatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Dalam melakukan relokasi 
Pemerintah Daerah harus memperhatikan lingkungan tempat tersebut, 
dimana tempat itu harus strategis, tidak jauh dari permukiman. Jangan 






c. Kurangnya kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima  
Pentingnya kerjasama baik pedagang kaki lima yang memilik izin maupun 
pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Menurut Pak Hartoto, bahwa PKL 
yang telah memiliki izin sudah dilakukan penataan, sedangkan PKL yang tidak 
memiliki izin susah sekali diatur, walaupun sudah diberi peringatan untuk tidak 
berjualan ditempat yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan 
kepentingan umum. Terkadang juga para PKL yang setelah diingatkan, sengaja 
tidak berjualan di tempat tersebut beberapa hari untuk menglabui para penegak 
hukum yang berwenang sehingga berfikiran bahwa tempat tersebut sudah bersih 






















Berdasarkan uraian diatas mengenai Problematika Penegakan Peraturan 
Daerah Nomor 3 tahun 2008 Kota Tegal tentang Pedagang Kaki Lima di Kota 
Tegal, maka penulis bermaksud memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan 
sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah no 3 tahun 2008 tentang pedangan 
kaki lima sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dimana untuk 
menciptakan, memelihara dan serta menjaga kepentingan umum maka perlu 
dilakukannya penertiban terhadap pedagang kaki lima yang melanggar, serta 
setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi 
pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan kepada wewenang 
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan hukum 
terhadap pedagang kaki lima harus dijalankan oleh instasi yang berwenang 
dalam rangka menjaga kedamaian dalam bermasyarakat. Apabila dalam 
pelaksaan penegakan terjadi masalah antara masyarakat yang mendukung 
adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak sesuai aturan yang 
berlaku, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah  Kota Tegal melalui instansi 
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 





melaksanakan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 berwenang untuk 
melakukan tindakan hukum.   
b. Hambatan yang dialami dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima yaitu Kurangnya 
kesadaran para Pedagang Kaki Lima Kota Tegal dalam mematuhi Peraturan 
Daerah tersebut, para PKL juga kadang tidak mengikuti sosialisasi yang 
ada, banyak sekali pedagang yang masih belum mengikuti paguyuban dan 
serta banyak pedagang yang enggan direloksi oleh Pemerintah Kota Tegal. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulisan memberikan saran sebagai berikut : 
a. Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan harusnya lebih meningkatkan kinerja 
dalam tugasnya. 
b. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan peranya sudah 
baik dan benar sesuai dengan perda yang berlaku di Kota Tegal. 
c. Pedagang Kaki Lima harus lebih memeperhatikan hak – hak para pejalan 
kaki 
d. Pejalan Kaki juga memberikan toleransi terhadap Pedagang Kaki Lima 
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